BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum
Pembentukan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13 Tanggal 04 Oktober 2016).  Sedangkan Tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor  60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 61 Tanggal 02 Desember 2016) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban  tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.
Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial pada Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial pada Triwulan I dalam satu tahun anggaran kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
B. Organisasi Dinas Sosial
Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Sosial;

b. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;

f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor  60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Sosial dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:

1. Kepala Dinas

2.
Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi     pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdiri   dari :

·   Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

·   Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan sosial keluarga miskin, fasilitasi peningkatan akses masyarakat miskin serta pemberdayaan potensi dan lembaga sosial, terdiri dari :

·   Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan pemberdayaan sosial keluarga miskin.

·   Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Akses Masyarakat Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan fasilitasi dan peningkatan akses masyarakat miskin.

·   Seksi Pemberdayaan Potensi dan Lembaga Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan lembaga sosial.
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, pelayanan sosial anak dan lanjut usia, terdiri dari :
·   Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan pelayanan sosial anak dan lanjut usia.

·   Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial.

5. Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana dan korban tindak kekerasan, kepahlawanan, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial, terdiri dari :

·   Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana dan korban tindak kekerasan.

·   Seksi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan kepahlawanan dan pengelolaan sumber dana jaminan sosial.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan isu strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis PSKS terdiri dari : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Penyuluh Sosial, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan bidang sosial diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu meningkatnya jumlah PMKS dan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan PMKS perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan, ditingkatkan dan mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I SKPD ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan  bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih  dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah / perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (Good Goverment) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. 
Perencanaan Strategis
Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan   Rencana   Strategis   Dinas  Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Sosial Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  diharapkan  akan  dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman  isu  strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi  dan  atensi  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Sosial pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :
1. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up;

2. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga perlu ditingkatkan.

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53  Tahun  2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Indikator  Kinerja  Utama  merupakan  ukuran  keberhasilan  dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu  strategis yang sangat  mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial  Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	No.
	Tujuan/Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
Utama
	Alasan Pemilihan Indikator
	Formulasi / Penjelasan
	Penanggung jawab
	Sumber Data

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
	Indeks Reformasi

Birokrasi
	Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up
	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.Kompoenen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%
	Dinas Sosial
	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

30 Tahun 2018 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

	2
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
	Nilai / Predikat AKIP
	
	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%
	Sekretariat
	Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

	3
	Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persentase angka PMKS yang mandiri
	Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga perlu ditingkatkan 
	Jumlah PMKS yang mandiri  dibagi Jumlah total keluarga miskin              x 100%
	· Bidang Pemberdayaan Sosial
· Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

· Bidang Perlindungan Sosial
	Data PMKS dari TKSK


C.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 
Perjanjian kinerja Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (top-down) dan ke samping (horizontal-diagonal) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara  reviu  instansi  pemerintah  yang  termuat  dalam  PERMENPAN No.53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan   integritas,   akuntabilitas,   transparansi,   dan   kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);

d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA

DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

2.2.1 SEKRETARIAT (URUSAN LAYANAN/PENUNJANG RUTIN)
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Satuan
	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019
	Target Triwulan

	
	
	
	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
	
	
	Indeks Reformasi Birokrasi
	Indeks
	23,50
	23,50
	23,50
	23,50
	23,50

	
	
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan
	Nilai / Predikat AKIP
	Nilai/Predikat
	81,57 (A)
	0
	0
	0
	81,57 (A)

	
	1
	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah
	Dokumen
	100%
	65,22
	78,26
	86,96
	100

	
	1.1
	Penyusunan Dokumen AKIP
	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas
	Dokumen
	15
	10
	11
	13
	15

	
	1. 2
	Penyusunan Dokumen Keuangan
	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas
	Dokumen
	12
	8
	10
	11
	12


Pada tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin.  Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023.   Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,50. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 81,57.  Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,  dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (sebelas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.
Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu :
	Nama Dokumen
	Jumlah

	1
	Renstra
	1    dokumen

	2
	Berita Acara Reviu Renstra
	1    dokumen

	3
	Cascading Kinerja Tahun 2019
	1    dokumen

	4
	Renja 2019 (Murni, Perubahan)
	2    dokumen

	5
	IKU + SK 2019
	1    dokumen

	6
	PK  Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)
	1    dokumen

	7
	PK  Perubahan 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional

(Staf)
	1    dokumen

	8
	Rencana Aksi 2019
	1    dokumen

	9
	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019
	4    dokumen

	10
	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019
	1    dokumen

	11
	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format

Keselarasan Kinerja
	1    dokumen

	
	Jumlah
	15  dokumen


Untuk aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP,   pemasangan target ditriwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan.   Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 10, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :
	Nama Dokumen
	Jumlah

	1
	Renstra
	1      dokumen

	2
	Renja
	1      dokumen

	3
	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan
	2      dokumen

	4
	PRA RKA Murni dan Perubahan
	2      dokumen

	5
	RKA Murni
	1      dokumen

	6
	RKA Perubahan
	1      dokumen

	7
	DPA
	1      dokumen

	8
	Laporan Triwulan
	1      dokumen

	9
	Laporan Prognosis Semesteran 1
	1      dokumen

	10
	Laporan Tahunan  (CALAK)
	1      dokumen

	
	Jumlah
	12
	dokumen


Sedangkan untuk Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pemasangan  target  ditriwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan.  Dan pada triwulan I mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 8, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharan, Dokumen PRA RKA Murni  dan  Perubahan, RKA  Murni,  DPA,  Laporan  Triwulan, Laporan  Prognosis Semesteran 1 terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

2.2.2 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Satuan
	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019
	Target Triwulan

	
	
	
	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	
	Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persentase Angka PMKS yang mandiri
	Persen
	65,74
	39,29
	19,61
	6,57
	0,27

	
	1
	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Tingkat Pemberdayaan  sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persen
	5,72

	0
	0
	5,55
	0,17

	
	1.1
	Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin
	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
	Orang
	130
	0
	0
	130
	0

	
	1.2
	Bantuan Usaha bagi Anak Terlantar
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
	Orang
	40
	0
	0
	20
	20

	
	1.3
	Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas
	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
	Orang
	8
	0
	0
	8
	0

	
	1.4
	Bantuan Usaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
	Orang
	20
	0
	0
	20
	0

	
	
	
	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh Bimbingan Kewirausahaan  
	Orang
	100
	0
	0
	100
	0

	
	1.5
	Penyusunan Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera
	Jumlah Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera yang dibuat sesuai dengan standar
	Orang
	1 Dokumen (365 buah rumah)
	0
	0
	365
	0

	
	2
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persen
	6,02
	0,57
	0
	5,45
	0

	
	
	
	Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persen
	3,54
	0,67
	0,31
	1,84
	0,72


	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Satuan
	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019
	Target Triwulan

	
	
	
	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	2.1
	Pelayanan Sosial bagi anak terlantar
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti
	Orang
	67
	37
	0
	30
	0

	
	
	
	Persentase kasus adopsi dan advokasi anak yang ditangani sesuai dengan standar
	Persen
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2.2
	Pelayanan Sosial bagi lanjut usia terlantar
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti
	Orang
	215
	5
	0
	210
	0

	
	2.3
	Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas
	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti
	Orang
	160
	0
	0
	160
	0

	
	2.4
	Pelayanan sosial bagi penyandang penyakit sosial dan masyaralat terlantar
	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial
	Persen
	90
	90
	90
	90
	90

	
	
	
	Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat pelayanan sosial
	Persen
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2.5
	Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas
	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti
	Orang
	7
	6
	0
	1
	0

	
	
	
	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu tubuh
	Orang
	12
	0
	0
	12
	0

	
	
	
	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti Praktek Belajar Kerja
	Orang
	10
	0
	0
	10
	0

	
	2.6
	Rehabilitasi sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
	Jumlah PRSE yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti
	Orang
	20
	10
	0
	10
	0

	
	2.7
	Rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan penyandang penyakit sosial lainnya
	Jumlah penyandang penyakit sosial lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial
	Orang
	78
	8
	11
	33
	26

	
	3
	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persen
	74,64
	49,68
	24,96
	0
	0

	
	3.1
	Perlindungan sosial korban bencana
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana
	Persen
	100
	100
	100
	100
	100

	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Satuan
	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019
	Target Triwulan

	
	
	
	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial
	Persen
	100
	100
	100
	100
	100

	
	3.2
	Perlindungan sosial bagi anak terlantar
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial
	Orang
	950
	0
	950
	0
	0

	
	3.3
	Perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan bantuan sosial
	Orang
	2.347
	0
	2.347
	0
	0

	
	3.4
	Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera dari Daerah
	KPM
	6.562
	6.562
	6.562
	6.562
	6.562

	
	4
	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/ petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial
	Persen
	56,07
	25,30
	2,91
	13,50
	14,36

	
	4.1
	Peningkatan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Jumlah lembaga/ organisasi sosial yang dibina dan aktif
	Buah
	58
	0
	6
	36
	16

	
	
	
	Jumlah relawan/ petugas sosial yang dibina dan aktif
	Orang
	270
	148
	11
	43
	68


Pada tabel 2.2.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator kinerja Persentase Angka PMKS yang mandiri dengan target 65,74%. 

Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun berbagai program dari tiga bidang yaitu : 

1. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 5,72%, terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
· Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin;
· Bantuan Usaha bagi Anak Terlantar;
· Bantuan Usaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
· Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas;
· Penyusunan Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan   target Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 6,02% dan Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 3,54%, terdiri dari 7 kegiatan yaitu :
· Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar;
· Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar;
· Pelayanan Sosial bagi Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar;
· Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
· Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
· Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
· Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Penyandang Penyakit Sosial Lainnya.
3. Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target Tingkat perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 74,64%, terdiri dari 4 kegiatan yaitu :
· Perlindungan Sosial Korban Bencana;
· Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar; 

· Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar;
· Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin.
4. Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan target Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/ petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial sebesar 56,07%, terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

· Peningkatan Kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan tahapan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2019 disusun dengan mengukur capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja ini. Metode pengukuran yang dilaksanakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (performance improvement). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi telah mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam mengukur keberhasilan kinerja sasaran, indikator yang dipakai dapat berupa indikator absolut di mana indikator tersebut melekat pada masing-masing kegiatan yaitu : indikator kinerja input, indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome, atau merupakan dampak makro (outcomes,benefit, impact) dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja outcome yang dihasilkan dengan rencana pada masing-masing kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja indikator sasaran.

Indikator kinerja input terdiri dari besarnya dana yang digunakan dan pemakaian SDM. Indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan. Sedangkan indikator kinerja outcome berupa manfaat yang diperoleh dari berfungsinya output yang dapat di ukur dalam jangka pendek.
A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian  kinerja  organisasi  merupakan  dasar  dalam  menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian  Indikator  Kinerja  Utama  terdapat  pada  Sasaran  dan  Indikator Kinerja Sasaran seperti pada table berikut :

Tabel 3.1
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PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN I
	Sasaran
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Satuan
	
	
	
	

	
	
	
	Target Tujuan/Sasar an/Program Tahun 2019
	Target Triwulan
	Realisasi Triwulan
	Capaian (%)

	
	
	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
	Indeks Reformasi Birokrasi
	Indeks
	23,50
	22,40
	22,80
	23,10
	23,50
	22,40
	
	
	
	100%
	
	
	

	
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
	   Nilai / Predikat AKIP
	Nilai/ Predikat
	81,57 (A)
	0
	0
	0
	81,57 (A)
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	1
	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tingkat pemenuhan aspek

kualitas dokumen AKIP dan

Tingkat pemenuhan aspek

kualitas dokumen Keuangan daerah
	Persen
	100%
	65,22
	78,26
	86,96
	100
	65,22
	
	
	
	100%
	
	
	

	1.1
	Penyusunan Dokumen AKIP
	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas
	Dokumen
	15
	10
	11
	13
	15
	10
	
	
	
	100%
	
	
	

	 1.2
	  Penyusunan Dokumen

Keuangan
	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas
	Dokumen
	12
	8
	10
	11
	12
	8
	
	
	
	100%
	
	
	


Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, Pencapaian Kinerja Urusan Kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, triwulan I ini realisasi  yang  ada  tidak  bisa  dilaporkan  sebagai  laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat).  Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 17 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan  dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan  yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen  Keuangan  daerah  dengan  kegiatan  Penyusunan  Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi   hasil capaian kami target Triwulan IV namun masih belum bisa diukur karena masih tahap persiapan kegiatan. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga kami target pada triwulan IV masih belum bisa diukur karena hasil penilaian  evaluasi Laporan AKIP oleh  Kemenpan RB dilakukan pada triwulan IV.
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan  Keuangan,  memiliki  target  kegiatan  78,25%  atau  jumlah  21 dokumen dari total jumlah 27 dokumen, dimana 15 untuk Dokumen Penyusunan   AKIP   dan   12   Dokumen   dari   penyusunan   Dokumen
Keuangan.     Dari  Kegiatan  Penyusunan  AKIP,  telah  dilaksanakan sebanyak 10 dokumen di Triwulan I, tabel sebagai berikut :
	Nama Dokumen
	Jumlah

	1
	Renstra
	1     dokumen

	2
	Berita Acara Reviu Renstra
	1     dokumen

	3
	Cascading Kinerja Tahun 2019
	1     dokumen

	4
	Renja 2019 (Murni)
	1     dokumen

	5
	IKU + SK 2019
	1     dokumen

	6
	PK  Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan

Fungsional (Staf)
	1     dokumen

	7
	PK  Perubahan 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan

Fungsional (Staf)
	1     dokumen

	8
	Rencana Aksi 2019
	1     dokumen

	9
	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019
	1     dokumen

	11
	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta

Template Format Keselarasan Kinerja
	1     dokumen

	
	Jumlah
	10    dokumen


Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan  I sebanyak 8 Dokumen.
Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :
	Nama Dokumen
	Jumlah

	1
	Renstra
	1      dokumen

	2
	Renja
	1      dokumen

	3
	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan
	1      dokumen

	4
	PRA RKA Murni
	1      dokumen

	5
	RKA Murni
	1      dokumen

	6
	DPA
	1      dokumen

	7
	Laporan Triwulan
	1      dokumen

	8
	Laporan Prognosis Semesteran 1
	1      dokumen

	
	Jumlah
	  8    dokumen


Pada indikator kinerja program kami target ditiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir.
Tabel 3.2
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PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN WAJIB SOSIAL
	     Sasaran
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Satuan
	Target
Tujuan/Sasaran/ /Program    Tahun 2019
	Target Triwulan
	Realisasi Triwulan
	Capaian (%)

	
	
	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persentase Angka PMKS yang mandiri
	Persen
	65,74
	39,29
	19,61
	6,57
	0,27
	37,63
	
	
	
	95,77
	
	
	

	1
	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Tingkat Pemberdayaan  sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persen
	5,72

	0
	0
	5,55
	0,17
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	1.1
	Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin
	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
	Orang
	130
	0
	0
	130
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	  1.2
	Bantuan Usaha bagi Anak  Terlantar
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
	Orang
	40
	0
	0
	20
	20
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	1.3
	Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas
	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
	Orang
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	1.4
	Bantuan Usaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
	Orang
	20
	0
	0
	20
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	
	
	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh Bimbingan Kewirausahaan  

	Orang
	100
	0
	0
	100
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	


	     Sasaran
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Satuan
	Target
Tujuan/Sasaran/ /Program    Tahun 2019
	Target Triwulan
	Realisasi Triwulan
	Capaian (%)

	
	
	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.5
	Penyusunan Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera
	Jumlah Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera yang dibuat sesuai dengan standar 
	Orang
	1 Dokumen
 (365 buah rumah)
	0
	0
	365
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	2
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persen
	6,02
	0,57
	0
	5,45
	0
	0,56
	
	
	
	100
	
	
	

	
	
	Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persen
	3,54
	0,67
	0,31
	1,84
	0,72
	0,67
	
	
	
	100
	
	
	

	2.1
	Pelayanan Sosial bagi anak terlantar
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti
	Orang
	67
	37
	0
	30
	0
	31
	
	
	
	83,78
	
	
	

	
	
	Persentase kasus adopsi dan advokasi anak yang ditangani sesuai dengan standar
	Persen
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	2.2
	Pelayanan Sosial bagi lanjut usia terlantar
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti
	Orang
	215
	5
	0
	210
	0
	5
	
	
	
	100
	
	
	

	2.3
	Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas
	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti
	Orang
	160
	0
	0
	160
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	2.4
	Pelayanan sosial bagi penyandang penyakit sosial dan masyaralat terlantar
	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial
	Persen
	90
	90
	90
	90
	90
	100
	
	
	
	111
	
	
	


	     Sasaran
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Satuan
	Target
Tujuan/Sasaran/ /Program    Tahun 2019
	Target Triwulan
	Realisasi Triwulan
	Capaian (%)

	
	
	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat pelayanan sosial
	Persen
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	100
	
	
	

	2.5
	Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas
	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti
	Orang
	7
	6
	0
	1
	0
	6
	
	
	
	100
	
	
	

	
	
	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu tubuh
	Orang
	12
	0
	0
	12
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	
	
	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti Praktek Belajar Kerja
	Orang
	10
	0
	0
	10
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	2.6
	Rehabilitasi sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
	Jumlah PRSE yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti
	Orang
	20
	10
	10
	0
	0
	10
	
	
	
	100
	
	
	

	2.7
	Rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan penyandang penyakit sosial lainnya
	Jumlah penyandang penyakit sosial lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial
	Orang
	78
	8
	11
	33
	26
	8
	
	
	
	100
	
	
	

	3
	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persen
	74,64
	49,68
	24,96
	0
	0
	48,06
	
	
	
	96,74
	
	
	

	3.1
	Perlindungan sosial korban bencana
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana
	Persen
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	100
	
	
	

	
	
	Persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial
	Persen
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	100
	
	
	


	     Sasaran
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
	Satuan
	Target
Tujuan/Sasaran/ /Program    Tahun 2019
	Target Triwulan
	Realisasi Triwulan
	Capaian (%)

	
	
	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	3.2
	Perlindungan sosial bagi anak terlantar
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial
	Orang
	950
	0
	950
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	3.3
	Perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan bantuan sosial
	Orang
	2.347
	0
	2.347
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	3.4
	Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera dari Daerah
	KPM
	6.562
	6.562
	6.562
	6.562
	6.562
	6.294
	
	
	
	95,92
	
	
	

	4
	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/ petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial
	Persen
	56,07
	25,30
	2,91
	13,50
	14,36
	27,18
	
	
	
	107,43
	
	
	

	4.1
	Peningkatan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Jumlah lembaga/ organisasi sosial yang dibina dan aktif
	Buah
	58
	0
	6
	36
	16
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	
	
	Jumlah relawan/ petugas sosial yang dibina dan aktif
	Orang
	270
	148
	11
	43
	68
	159
	
	
	
	107,43
	
	
	


Berdasarkan  tabel  3.2  diatas,  Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan,  yaitu  sebagai  urusan  wajib  Pelayanan  Dasar  Bidang  Sosial mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai.   Untuk realisasi Sasaran Dinas Sosial Kabupaten   Hulu   Sungai   Selatan   pada   triwulan   I   ini   belum bisa disampaikan  sebagai  capaian  akhir.    Karena  masih  ada  proses  dalam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai target yang diharapkan.
Terkait  Pencapaian Kinerja untuk indikator Persentase Angka PMKS yang Mandiri sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pelaksanaan pelayanan dasar bagi masyarakat dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju PMKS yang mandiri. Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai 4 program dengan             17 kegiatan.  Capaian indikator Persentase Angka PMKS yang Mandiri diperoleh dari formulasi sebagai berikut :
	







Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target triwulan sehingga sudah dapat dilihat pula capaian indikator program dan indikator kinerja utama, uraiannya adalah sebagai berikut : 
1. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) TW I 0% terealisasi 0%, belum ada realisasi dikarenakan belum ada kegiatan yang dilaksanakan yaitu dana Bansos untuk UEP dan Program Rumah Sejahtera belum dapat dicairkan karena menyesuaikan dengan jadwal pencairan oleh pihak Bakeuda dan kegiatan lainnya masih dalam proses verifikasi penerima bantuan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Indikator Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperoleh dari formulasi sebagai berikut :
	







            Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :
· Dukungan sumber daya manusia yang potensial;
· Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sarjana Pendamping Desa, Relawan Sosial lainnya dan Dunia Usaha yang turut mendukung program pemberdayaan sosial;
· Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai;
· Adanya motivasi dan keinginan masyarakat penerima program/kegiatan untuk berubah menjadi lebih baik.
Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

· Proses seleksi, verifikasi dan validasi untuk menentukan individu atau keluarga yang layak menerima program-program pemberdayaan sosial memerlukan waktu yang cukup lama;
· Regulasi atau prosedur pemberian program-program pemberdayaan sosial pada skala nasional dan daerah yang berubah-ubah;
· Kemampuan dari penerima manfaat dalam melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan sosial yang diterima masih rendah;
· Masih kurangnya cakupan program/kegiatan pemberdayaan sosial dalam mengintervensi pemberdayaan sosial masyarakat miskin.    
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu : 

· Melakukan koordinasi lintas sektoral;

· Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan bidang sosial;

· Memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin penerima program pemberdayaan sosial;
· Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan   target Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) TW I 0,57% terealisasi 0,56% dan target Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) TW II 0,67% terealisasi 0,67%.
Indikator Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperoleh dari formulasi sebagai berikut: 
	








Indikator Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperoleh dari formulasi sebagai berikut: 
	








kegiatan yang dilaksanakan  yaitu :
· Fasilitasi Pembinaan terhadap anak terlantar melalui pengiriman ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Banjarbaru sebanyak        18 orang untuk mengikuti pembinaan bakat dan keterampilan dan nantinya akan diberikan peralatan modal usaha sesuai dengan jurusan yang diikutinya;
· Fasilitasi Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) sebanyak 13 orang berupa pengiriman, penjemputan, visitasi dan uang saku;
· Fasilitasi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) sebanyak 5 orang berupa pengiriman, penjemputan, visitasi dan uang saku;
· Penertiban gelandangan dan pengemis bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. HSS, penanganan terhadap masyarakat terlantar dan penyandang penyakit sosial berupa pemulangan ke daerah asalnya. Gelandangan dan pengemis yang ditertibkan akan menandatangani surat pernyataan untuk tidak menjadi gelandangan dan pengemis lagi. Gepeng yang ditertibkan 2 orang dan pemulangan masyarakat terlantar 3 orang.
· Fasilitasi Pengiriman ke panti rehabilitasi penyandang disabilitas sebanyak 6 orang;
· Pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui pengiriman ke Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) sebanyak 10 orang dan pemberian bantuan peralatan modal usaha setelah selesai mengikuti pelatihan keterampilan sesuai dengan jurusan yang diikuti yang terdiri dari : Bahan dan peralatan tata rias, tata boga, tata busana/menjahit.
· Pemulangan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 3 Orang dan fasilitasi bahan perawatan diri untuk Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGK) sebanyak 5 Orang.
Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

· Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial lainnya yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;

· Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

· Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang tersedia belum dapat bekerja secara optimal untuk melakukan pendampingan terhadap penyandang penyakit sosial / PMKS jalanan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;
· Ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan masih tinggi;
· Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka peningkatan perubahan perilaku PMKS jalanan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu : 

· Melakukan koordinasi lintas sektoral;
· Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;

· Memberikan pendampingan kepada penyandang penyakit sosial;

· Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung
· 
·   


  

3. Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target Tingkat perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) TW I 49,68% terealisasi  48,06 %.
Indikator Tingkat perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah  Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperoleh dari formulasi sebagai berikut: 
	








Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
· Fasilitasi tanggap darurat korban bencana berjumlah 10 KK/       32 jiwa, yaitu : Kebakaran 7 KK/19 jiwa, pohon tumbang 2 KK/      8 jiwa, puting beliung 1 KK/5 jiwa berupa penyediaan barang bantuan bencana pangan (sembako) dan peralatan dapur korban bencana serta  penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana, fasilitas dapur umum, dan fasilitas evakuasi bencana;
· Rastra Daerah diberikan kepada 6.294 KPM dari keluarga miskin yang belum terakomodir dalam data penerima Bansos Pangan (Rastra Pusat dan Bantuan Pangan Non Tunai).
Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

· Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sarjana Pendamping Desa dan Relawan Sosial lainnya yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
· Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.
Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

· Proses seleksi, verifikasi dan validasi untuk menentukan individu penerima bantuan sosial memerlukan waktu yang cukup lama;
· Prosedur pemberian bantuan sosial yang selektif;
· Ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan masih tinggi;
· Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak dan lanjut usia terlantar.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu : 

· Melakukan koordinasi lintas sektoral;
· Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
· Memberikan pendampingan kepada penerima program bantuan sosial;
· Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.
Dokumentasi Kegiatan Pendukung

  



4. Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan target Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/ petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial TW I 25,30% terealisasi 27,18%.
Indikator Tingkat perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperoleh dari formulasi sebagai berikut: 
	








Kegiatan yang dilaksanakan :

· Pembinaan Sarjana Pendamping Desa Sejahtera sebanyak 148 orang dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 11 orang.
Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :
Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sarjana Pendamping Desa dan Relawan Sosial lainnya yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

· Masih ada beberapa PSKS yang belum kompeten di bidangnya.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu : 

·  Perlu terus melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan/kompetensi terkait bidang tugas serta pembekalan mengenai etika birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;

· Melaksanakan lomba untuk PSKS guna memberikan motivasi dan semangat agar terus berprestasi.
Dokumentasi Kegiatan Pendukung 






Dari seluruh hasil capaian kinerja urusan/bidang terkait yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan rangkuman capaian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.3
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
	Tujuan/Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran Program
	Satuan
	Target
Tujuan/Sasaran/ /Program    Tahun 2019
	Target Triwulan
	Realisasi Triwulan
	Status
	Keterangan


	
	
	
	
	  TW 1
	  TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 1
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	13

	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
	Indeks Reformasi Birokrasi
	Persen
	23,50
	22,40
	22,80
	23,10
	23,50
	22,40
	
	

	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
	   Nilai / Predikat AKIP
	Orang
	81,57 (A)
	0
	0
	0
	81,57 (A)
	0
	
	Capaian target di akhir (Triwulan 4)



	Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Persentase Angka PMKS yang mandiri
	Persen
	65,74
	39,29
	19,61
	6,57
	0,27
	37,63
	
	


Keterangan :
        Capaian > 100% 
                                                   Capaian > 90% - 100%       Capaian > 75% - 90%
                Capaian < 50%
B. Realisasi Anggaran
Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2019 Triwulan I dari  pagu  anggaran sebesar  Rp. 4.346.165.400 telah direalisasi sebesar     Rp. 1.208.407.375 atau 27,80%, dengan rincian per program dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.4
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2019

BERDASARKAN URUSAN DINAS SOSIAL KAB. HSS

       1. Kesekretariatan (layanan penunjang perangkat daerah)
	Sasaran/Program/Kegiatan
	Pagu 1

Tahun
	Target Rencana Belanja
	Realisasi Keuangan
	Capaian Target Rencana Belanja (%)
	Capaian Realisasi Keuangan (%)

	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 1
	TW 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
	6.447.834.300
	2.252.321.200
	1.446.245.350
	1.386.545.000
	1.362.722.750
	1.152.203.275
	51,15
	17,87

	1
	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
	8.725.000
	2.200.000
	1.975.000
	2.375.000
	2.175.000

	0
	0
	0


	Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat)

	2
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	720.033.500
	524.422.100
	85.648.650
	61.025.000
	48.937.750
	94.590.975
	18,04
	13,14

	3
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
	368.617.800
	296.617.800
	24.000.000
	24.000.000
	24.000.000
	19.512.300
	6,56
	5,29

	4
	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja

Perangkat Daerah
	5.350.458.000
	1.429.081.300
	1.334.621.700
	1.299.145.000
	1.287.610.000
	1.038.100.000
	72,64
	19,40


Pada tabel 3.4,   untuk kesekretariatan,   Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 8.725.000,- , dengan target triwulan I sebesar Rp.  2.200.000,-.     Namun  realisasi  keuangan  belum  terealisasi,  sehingga capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan masih 0 % (belum realisasi).

Kemudian untuk Program Pelayanan Administrasi Kantor, dengan pagu Rp. 720.033.500,- dengan target triwulan I sebesar       Rp. 524.422.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 94.590.975,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 18,04 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 13,14 %. 
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pagu Rp. 368.617.800,-    dengan  target  triwulan  I  sebesar  296.617.800,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.512.300,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 6,56 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 5,29 %. 
Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 5.350.458.000,- dengan  target  triwulan  I  sebesar    Rp. 1.429.081.300,- dan realisasi keuangan sebesar             Rp. 1.038.100.000,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 72,64 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 19,40 %.
2. Urusan Wajib Sosial
	Sasaran/Program/Kegiatan
	Pagu 1

Tahun
	Target Rencana Belanja
	Realisasi Keuangan
	Capaian Target Rencana Belanja (%)
	Capaian Realisasi Keuangan (%)

	
	
	TW 1
	TW 2
	TW 3
	TW 4
	TW 1
	TW 1
	TW 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	7.507.866.700
	2.093.844.200
	2.064.967.500
	1.755.200.000
	1.593.855.000
	56.204.100
	2,68
	0,75

	     1
	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	399.336.500
	177.061.500
	126.710.000
	79.945.000
	15.620.000
	11.862.500
	6,70
	2,97

	2
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
	590.146.200
	165.878.700
	281.917.500
	69.775.000
	72.575.000
	44.341.600
	26,73
	7,51

	     3
	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	6.382.414.000
	1.700.354.000
	1.656.340.000
	1.520.060.000
	1.505.660.000
	0
	0
	0

	     4
	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	135.970.000
	50.550.000
	0
	85.420.000
	0
	0
	0
	0


Dinas  Sosial  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan, dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan pagu tahun 2019, yaitu Rp. 7.507.866.700,- dari 4 program yang disusun di bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta bidang Perlindungan Sosial.

Untuk Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pagu Rp. 399.336.500,- dengan target triwulan I sebesar Rp. 177.061.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.862.500,- capaian target rencana belanja sebesar 6,70% dan capaian realisasi keuangan sebesar 2,97%.

Untuk   Program   Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial   dengan  pagu   Rp. 590.146.200,- dengan target triwulan I sebesar Rp. 165.878.700,- dengan realisasi keuangan sebesar           Rp. 44.341.600,- capaian target rencana belanja sebesar 26,73 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 7,51 %.  Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan namun belum direalisasikan dalam bentuk keuangan.

Untuk Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pagu Rp. 6.382.414.000,- dengan target triwulan I sebesar Rp. 1.700.354.000,-  dengan realisasi keuangan sebesar         Rp. 0,- capaian target rencana belanja sebesar  % dan capaian realisasi keuangan sebesar 0 %.  Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan namun belum direalisasikan dalam bentuk keuangan.

Terakhir untuk Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan pagu Rp. 135.970.000,- dengan target triwulan I sebesar Rp. 50.550.000,-  dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- capaian target rencana belanja sebesar 0 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 0 %.  Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan namun belum direalisasikan dalam bentuk keuangan.
Tabel 3.5
REALISASI ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI KINERJA BERDASARKAN URUSAN DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB IV
PENUTUP
Laporan Capaian Kinerja IKU Triwulan I Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi keuangan Dinas Sosial di Triwulan I dapat digambarkan pada sasaran dan program sebagai berikut :

1. Meningkatnya  kualitas  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah dengan Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja realisasi kinerja 65,22 % namun terhadap perbandingan 0% dikarenakan keuangan belum direalisasikan.
2. Meningkatkan pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan program-program:
· Program  Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hasil capaian 0 %;
· Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial perbandingan hasil capaian di triwulan 1 yakni 0,04 %;
· Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) capaian kinerja realisasi kinerja 48,06 % namun terhadap perbandingan 0% dikarenakan keuangan belum direalisasikan;
· Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) capaian kinerja realisasi kinerja 27,18 % namun terhadap perbandingan 0% dikarenakan keuangan belum direalisasikan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua khususnya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagai gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada lintas sektor terkait lainnya baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
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  6.391   x  100%


  16.982


=  37,63 %








Jumlah PMKS yang mandiri     X  100 %


Jumlah PMKS yang terdata





    0        x  100%         11.638


= 0 %





Jumlah PMKS yang menerima 


 program pemberdayaan          X  100 %


Jumlah PMKS yang terdata








   41        x  100%         7.312


= 0,56 %





Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan


standar                                       X  100 %


Jumlah PMKS yang terdata





   24        x  100%         3.564


= 0,67 %





Jumlah PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai dengan


standar                                       X  100 %


Jumlah PMKS yang terdata





Penanganan gelandangan/pengemis dan masyarakat terlantar





Penanganan mayat terlantar





Penanganan orang dengan gangguan jiwa





6.326        x  100%         13.163


= 48,06 %





Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan


standar                                       X  100 %


Jumlah PMKS yang terdata





Kegiatan Pemberian bantuan tanggap darurat untuk korban bencana ncana








�





Bupati Kab. HSS menyerahkan bantuan Beras Sejahtera gratis    kepada masyarakat miskin








Jumlah lembaga/organisasi sosial       


dan relawan/petugas sosial yang        


aktif dalam penanganan masalah      


sosial                                           X  100 %


Jumlah PMKS yang terdata





  159        x  100%             585


= 27,18 %





Bimtek aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data PMKS dan PSKS kepada TKSK 





Rapat koordinasi dan pembinaan terhadap TKSK yang ada pada 11 Kecamatan 





Monitoring dan evaluasi Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (Samping Desa Sejahtera)
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